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ABSTRAK 
 
 
 

Pajak adalah sumber APBN terbesar bagi negara Indonesia. Untuk itu, 

pemaksimalan penerimaan pajak harus ditingkatkan melalui kepatuhan wajib pajak. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pelayanan fiskus, 

sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menganalisis pengaruh langsung antara pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan kesadaran 

wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kalideres. Kemudian, 

penelitian juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh tidak langsung antara pelayanan 

fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib 

pajak. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori atribusi. Metode 

penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Populasi penelitian merupakan seluruh 

wajib pajak orang pribadi dengan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama 

Kalideres. Kemudian sampel penelitian diplih melalui metode hair dan menghasilkan 

170 sampel yang dipilih secara acak. Analisis data menggunakan SEM PLS. Hasil 

penelitian menyatakan bahwa pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan kesadaran wajib 

pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Selanjutnya pelayanan fiskus dan sanksi pajak juga berpengaruh secara tidak langsung 

terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak.
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ABSTRACT 
 
 
 

Taxes are the largest source of revenue for the Indonesian state. For this 

reason, maximizing tax revenue must be increased through taxpayer compliance. 

Some of the factors that affect taxpayer compliance are tax authorities, tax sanctions, 

and taxpayer awareness. The purposes of this study were to analyze the direct effect 

of tax authorities, tax sanctions, and taxpayer awareness on taxpayer compliance at KPP 

Pratama Kalideres. Then, the research also aims to determine the indirect effect between 

tax authorities and tax sanctions on taxpayer compliance through taxpayer awareness. 

The main theory used in this research is attribution theory. The research method used 

is quantitative. The research population is all individual taxpayers with independent 

work who are registered at KPP Pratama Kalideres. Then the research sample was 

selected using the hair method and resulted in 170 randomly selected samples. Data 

analysis using SEM PLS. The results of the study stated that tax authorities, tax 

sanctions, and taxpayer awareness partially had a positive and significant effect on 

taxpayer compliance. Furthermore, tax authorities and tax sanctions also have an 

indirect effect on taxpayer compliance through taxpayer awareness.
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BAB I 
 

 

PENDAHULUAN 
 
 

 

1.1  Latar Belakang 

 
Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara. 

Penerimaan pajak yang besar akan turut membantu mensukseskan program 

pembangunan negara dan membiayai pengeluaran belanja negara. Untuk itu, negara 

selalu berusaha mengoptimalkan penerimaan pajak dan berusaha mencari cara untuk 

menambah  penerimaan  pajak.  Berdasarkan,  Peraturan  Presiden  Nomor  72  Tahun 

2020 tentang Direktorat Jenderal Pajak (DJP), ditetapkan bahwa target penerimaan 

pajak tahun 2020 sebesar Rp 1.198,82 triliun. Namun, realisasi penerimaan pajak 

yang diperoleh hanya sebesar Rp1.069,98 triliun (89,25%) (Prakoso, 2021). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2019-2020 
Sumber: (Kurniati, 2021)
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Berdasarkan laporan pada gambar 1.1, penerimaan pajak sampai dengan 

triwulan IV/2020 ditopang oleh penerimaan pajak penghasilan (PPh) nonmigas yang 

berkontribusi sebesar Rp560,67 triliun atau 52,41 persen. Selanjutnya, pajak 

pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sebesar 

Rp448.39 triliun atau 41,91 dari total penerimaan Sementara itu, PPh Migas Rp33,18 

triliun atau 3,10 persen. Sedangkan pajak bumi bangunan dan pajak lainnya 

berkontribusi sebesar Rp27,73 triliun atau 2,59 persen. Bila dibandingkan periode yang 

sama tahun lalu, penerimaan pajak mengalami kontraksi sebesar 19,71 persen (Prakoso, 

2021). 

Berdasarkan data yang disajikan dalam gambar 1.1 diketahui bahwa selisih 

antara target dan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020 mencapai 128,8 triliun. 

Selisih yang cukup besar ini menandakan bahwa meningkatkan penerimaan pajak dan 

merealisasikan sesuai target bukanlah pekerjaan yang mudah karena selain diperlukan 

adanya peran aktif dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga dituntut peran aktif dari 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. 

Kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini difokuskan pada kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi karena kontribusi dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang masih 

sangat minim dibanding Wajib Pajak Badan yang menjadi penyumbang penerimaan 

pajak terbesar saat ini. Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu 

perilaku di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan 

melaksanakan hak perpajakannya sesuai peraturan yang berlaku. Kepatuhan wajib 

pajak sangat penting untuk pendapatan pajak karena memiliki kemampuan untuk
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meningkatkan penerimaan pajak sementara juga meningkatkan rasio pajak. Upaya 

pemerintah menumbuhkan kepatuhan pajak salah satunya dengan diberikannya 

pelayanan yang terbaik pada wajib pajak melalui kualitas juga kuantitas pelayanan 

dari petugas pajak (Mahardika, 2015). 

Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Pada tahun 

 
2020, peningkatan kepatuhan formal wajib pajak dalam menyampaikan surat 

pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan hanya terjadi pada wajib pajak (WP) 

orang pribadi karyawan. Sedangkan, kepatuhan wajib pajak non karyawan dalam 

melaporkan SPT Tahunan mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2020, 

wajib pajak orang pribadi karyawan yang telah menyampaikan SPT mencapai 12,1 juta 

atau 85,42% dari total wajib pajak orang pribadi karyawan yang wajib menyampaikan 

SPT sebanyak 14,17 juta. Persentase tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

tahun 2019 sebesar 73,2%.   Namun, rasio kepatuhan formal pada tahun 2020 untuk 

wajib pajak pribadi non karyawan hanya mencapai 52,45% atau lebih rendah dari rasio 

kepatuhan formal tahun 2019 sebesar 75,31% (Wildan, 

2021). Sehingga, dalam penelitian ini akan memfokuskan pada kepatuhan wajib pajak 

pribadi non karyawan atau pekerjaan bebas. 

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tidak selalu mudah dicapai. 

Dibutuhkan berbagai macam cara dan strategi untuk mampu meningkatkan kepatuhan 

pajak. Hal ini karena mayoritas masyarakat memiliki kecenderungan yang 

memungkinkan   untuk   menghindari   dari   kewajiban   menyetorkan   pajak   serta 

melakukan  perbuatan  untuk  melawan  pajak  (Merliyana  &  Saefurahman,  2017).
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Kecenderungan  ini  disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  seperti  pelayanan  fiskus, 

kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak. 

Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, 

mengurus, ataupun menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang 

dalam hal ini adalah wajib pajak (Arum, 2012). Saat ini banyak instansi atau perusahaan 

yang berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas pelayanannya, karena pelayanan 

secara tidak langsung memberikan kontribusi terhadap penjualan suatu produk, 

sehingga dapat meningkatkan pendapatan suatu instansi atau perusahaan tersebut. Hal 

yang sama juga berlaku untuk kualitas pelayanan yang akan diberikan oleh aparat pajak 

kepada wajib pajak. Apabila aparat pajak memberikan pelayanan terbaik kepada wajib 

pajak, secara otomatis wajib pajak akan merasa puas dengan pelayanan fiskus dan akan 

terus melakukan pembayaran pajak, sehingga secara otomatis dapat meningkatkan 

penerimaan pajak. 

Kemudian, sanksi pajak juga turut mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib 

pajak. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang- 

undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau dengan kata lain sanksi 

perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Wijaya, 2019). Sanksi 

perpajakan ini terdiri atas sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Sanksi pidana 

maupun sanksi administrasi dalam hukum pajak secara luas dapat diartikan sebagai 

tujuan untuk kelangsungan hidup bersama dalam masyarakat dan sebagai salah satu 

kewajiban asasi manusia terhadap masyarakat tempat di mana wajib pajak berada
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yaitu dengan membayar pajak (Wilda, 2015). Apabila pelanggaran yang dilakukan 

sifatnya ringan, maka dapat diselesaikan dengan sanksi administratif, tetapi apabila 

pelanggarannya berat maka sanksi pidana yang akan diterapkan. Sebagaimana telah 

diatur berdasarkan Pasal 29 ayat 1 UU No 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga 

Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan, menyatakan bahwa “Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan 

pemeriksaan atau menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk 

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan”. 

Banyak kasus di Indonesia wajib pajak pribadi pekerjaan bebas ingin membayar 

pajak dengan mengecilkan besaran pajak terutang, maka dari itu wajib pajak tersebut 

melakukan kecurangan dengan dibantu oleh oknum pegawai pajak (Brata et al., 2017). 

Sanksi pajak harus lebih diperketat peraturannya, supaya wajib pajak akan merasa takut 

jika tidak membayar pajak dan akan melakukan perhitungan pajak sesuai dengan 

penghasilan yang diperoleh. Sanksi perpajakan dapat menjadi motivasi  dalam  

meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak. Otoritas pajak harus 

konsisten dalam menerapkan sanksi bagi yang melanggar ketentuan membayar pajak. 

Dengan demikian, diharapkan penerimaan pajak akan terus meningkat setiap tahunnya. 

Pengaruh kualitas pelayanan fiskus dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak 

juga dapat dimediasi oleh kesadaran wajib pajak. Dalam sistem pemungutan pajak 

self  assessment  system  tentu  kesadaran  wajib  pajak  menjadi  hal  yang  perlu
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diperhatikan dalam upaya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kesadaran 

merupakan keadaan di mana wajib pajak memahami dan mengerti perihal pajak, serta 

berkenan melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak (Puri, 2014). 

Meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak mendorong wajib pajak 

untuk aktif membayar pajak (Suryadi, 2016). Kesadaran wajib pajak dapat dikatakan 

sebagai sikap wajib pajak yang taat dan secara sukarela membayar pajaknya tepat 

waktu. Wajib pajak yang taat membayar pajak akan membuat roda pemerintahan 

berjalan lancar, hal ini tentu juga akan mempercepat pembangunan nasional. 

Beberapa penelitian terdahulu tentang pengaruh pelayanan fiskus dan sanksi 

pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel 

mediasi telah beberapa kali dilakukan. Pertama terkait pengaruh kualitas pelayanan 

fiskus terhadap kesadaran wajib pajak, penelitian yang dilakukan oleh Palupi (2019) 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kualitas pelayanan 

fiskus terhadap kesadaran wajib pajak. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh 

Rizkina  &  Sumardi  (2020)  juga  menyatakan  bahwa  kualitas  pelayanan  fiskus 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. 

Kedua, terkait pengaruh sanksi pajak terhadap kesadaran wajib pajak, penelitian 

yang dilakukan oleh Palupi (2019) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan 

signifikan antara sanksi pajak terhadap kesadaran wajib pajak. Kemudian, penelitian 

yang dilakukan oleh Asri (2018) juga menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.
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Ketiga, terkait pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib 

pajak,  penelitian  yang dilakukan  oleh  Wicaksana  &  Supatmi  (2019) menyatakan 

bahwa pelayanan fiskus dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kemudian, 

penelitian yang dilakukan oleh Wilda (2015) menyatakan bahwa pelayanan fiskus 

berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan WPOP yang melakukan kegiatan 

usaha  dan pekerjaan  bebas.  Namun,  penelitian  yang  dilakukan  oleh Brata et  al., 

(2017) menyatakan bahwa pelayanan fiskus memberikan pengaruh tidak signifikan dan 

mempunyai hubungan yang negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Keempat, terkait dengan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, 

penelitian yang dilakukan oleh Novandalina (2020) menyatakan bahwa sanksi pajak  

memiliki  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  terhadap  tingkat  kepatuhan wajib  

pajak.  Namun,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wijaya  (2019)  menyatakan bahwa 

sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini 

juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Suprihati (2021) yang 

menyatakan bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Kelima, terkait dengan pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak, penelitian yang dilakukan oleh Triandani & Apollo (2020) menyatakan 

bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Hasil penelitian ini juga diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Wijaya (2019) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap 

peningkatan   kepatuhan   wajib   pajak.   Namun,   penelitian   yang   dilakukan   oleh
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Merliyana & Saefurahman (2017) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak 

memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Keenam terkait pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib 

pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel mediasi, penelitian yang 

dilakukan oleh Palupi (2019) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak mampu 

memediasi pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Namun, penelitian yang dilakukan oleh Utami (2018) menyatakan bahwa kesadaran 

wajib   pajak   tidak  memiliki  peran  mediasi  dalam  hubungan  antara  sosialisasi 

pajak  dan  kualitas  pelayanan  terhadap  kepatuhan wajib pajak. 

Ketujuh terkait pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan 

kesadaran  wajib  pajak  sebagai  variabel  mediasi,  penelitian  yang  dilakukan  oleh 

Palupi (2019) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak mampu memediasi pengaruh 

sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian, penelitian yang dilakukan 

Asri (2018) juga menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak dapat memediasi 

pengaruh sanksi pajak, tingkat pendidikan dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan. 

Penelitian  ini  dilakukan  di  KPP  Pratama  Jakarta  Kalideres  karena  KPP 

Pratama Jakarta Kalideres memiliki tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi non 

karyawan yang kurang baik. Rasio kepatuhan formal pada tahun 2021 untuk wajib 

pajak  pribadi  non  karyawan  di  KPP  Pratama  Jakarta  Kalideres  hanya  mencapai 

42,30% atau lebih rendah dari rasio kepatuhan formal tahun 2020 sebesar 45,25% 

(KPP  Pratama  Jakarta  Kalideres,  2022).  Sehingga,  dalam  penelitian  ini  akan
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memfokuskan pada wajib pajak non karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Kalideres 

pada tahun 2022. Pemilihan tahun ini dikarenakan tahun 2022 merupakan tahun 

pemulihan ekonomi setelah adanya pandemi covid-19, sehingga diharapkan kepatuhan 

wajib pajak juga meningkat seiring dengan pemulihan ekonomi tersebut. 

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, merujuk pada urgensitas meneliti 

sejauh mana pelayanan fiskus dan sanksi pajak turut mempengaruhi kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi pekerjaan bebas dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel 

mediasi pada KPP Pratama Jakarta Kalideres. Selain itu, juga mengingat adanya 

inkonsistensi hasil penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, maka 

menimbulkan celah pengembangan penelitian dengan menggunakan objek, waktu 

penelitian,  dan  alat  analisis  yang  berbeda.  Untuk  itu,  dalam  hal  ini,  peneliti 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Jalur Pengaruh Pelayanan Fiskus dan 

Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Pekerjaan  Bebas 

dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Mediasi,”. 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

 
Target penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah seringkali 

tidak sesuai dengan realisasi yang terjadi. Pada tahun 2020, terjadi selisih antara 

target dan realisasi penerimaan pajak sebesar 128,8 triliun (Kurniati, 2021). Hal ini 

tentu menuntut peran aktif dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan dari kepatuhan 

wajib pajak dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak di Indonesia sendiri 

masih digolongkan sangat rendah. Hal ini dapat terlihat dari kepatuhan wajib pajak



10  

 

 
 
 

non karyawan pada tahun 2020 dalam melaporkan SPT Tahunan mengalami penurunan 

yang signifikan. Rasio kepatuhan formal pada tahun 2020 untuk wajib pajak pribadi 

non karyawan hanya mencapai 52,45% atau lebih rendah dari rasio kepatuhan formal 

tahun 2019 sebesar 75,31% (Wildan, 2021). 

Kepatuhan wajib pajak bukanlah hal yang mudah untuk dicapai. Dibutuhkan 

berbagai macam cara dan strategi untuk mampu meningkatkan kepatuhan pajak. Hal 

ini karena mayoritas masyarakat memiliki kecenderungan yang memungkinkan untuk 

menghindari dari kewajiban menyetorkan pajak serta melakukan perbuatan untuk 

melawan pajak (Merliyana & Saefurahman, 2017). Untuk itu diperlukan analisis 

terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak, seperti 

pelayanan fiskus dan sanksi pajak, serta kesadaran wajib pajak sebagai variabel 

mediasi. 

 

1.3  Pembatasan Masalah 

 
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka pembatasan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.    Variabel bebas meliputi pelayanan fiskus dan sanksi pajak. 

 
2.    Variabel mediasi meliputi kesadaran wajib pajak 

 
3.    Variabel terikat meliputi kepatuhan wajib pajak 

 
4. Populasi penelitian merupakan wajib pajak orang pribadi pekerjaan bebas yang 

terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kalideres.
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1.4  Rumusan Masalah 

 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 
1. Apakah  pelayanan  fiskus  berpengaruh  terhadap  kesadaran  wajib  pajak  orang 

pribadi pekerjaan bebas? 

2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi 

pekerjaan bebas? 

3. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi pekerjaan bebas? 

4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi pekerjaan bebas? 

5. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi pekerjaan bebas? 

6. Apakah kesadaran wajib pajak mampu memediasi pengaruh pelayanan fiskus 

terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerjaan bebas? 

7. Apakah sanksi pajak mampu memediasi pengaruh pelayanan fiskus terhadap 

tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerjaan bebas? 

 

1.5  Tujuan dan Manfaat 
 

 

1.5.1 Tujuan 

 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:
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1. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kesadaran 

wajib pajak orang pribadi pekerjaan bebas. 

2. Untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kesadaran wajib pajak 

orang pribadi pekerjaan bebas. 

3. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi pekerjaan bebas. 

4. Untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi pekerjaan bebas. 

5. Untuk  menganalisis  pengaruh  kesadaran  wajib  pajak  terhadap  kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi pekerjaan bebas. 

6. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi pekerjaan bebas yang dimediasi oleh kesadaran 

wajib pajak. 

7. Untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi pekerjaan bebas yang dimediasi oleh kesadaran wajib pajak. 

 

1.5.2 Manfaat 

 
Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 
1.   Manfaat Akademis 

 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian pustaka terkait pengaruh 

pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak 

dengan kesadaran wajib pajak sebagai varianel mediasi. Selain itu, penelitian
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ini diharapkan dapat dijadikan pijakan bagi peneliti yang memiliki 

ketertarikan terhadap tema yang diangkat dalam penelitian ini. 

2.   Manfaat Praktis 

 
Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar bagi pemerintah 

dan  direktorat  perpajakan  untuk  meningkatkan  tingkat  kepatuhan  wajib 

pajak orang pribadi pekerjaan bebas dengan menganalisis dan memperbaiki 

faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti pelayanan fiskus, kesadaran 

wajib pajak, dan sanksi pajak. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan 

sebagai sumber informasi bagi masyarakat umum khususnya wajib pajak 

terkait pentingnya kepatuhan wajib pajak.
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